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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha untuk mengadakan 
pembangunan diberbagai bidang. Pemerintah melakukan usaha pembangunan tersebut 
dengan berbagai cara seperti pembangunan infrastruktur negara, pemberian modal 
pinjaman usaha kepada masyarakat, dan lain-lain sebagai usaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan agar terwujudnya tujuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia. 
 Usaha mewujudkan pembangunan disegala bidang  tersebut sering mengalami 
hambatan salah satunya adalah terjadinya kebocoran dana tidak sesuai peruntukannya, 
sebagai akibat tindakan korupsi dan merugikan keuangan negara. Korupsi merupakan 
gejala masyarakat yang dapat ditemukan diberbagai bidang dalam kehidupan masyarakat 
baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. 
Pembangunan negara merupakan pembangunan yang dilakukan secara 
menyeluruh oleh dan terhadap masyarakat serta bangsa Indonesia dalam berbagai bidang 
kehidupan, baik spiritual maupun material, yang meliputi bidang ideologi, politik 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal ini dilakukan seperti yang telah 
disebutkan di atas untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam 
tataran yang lebih konkret khususnya tujuan memajukan kesejahteraan umum tersebut 
kemudian diterjemahkan kedalam program-program pembangunan yang diarahkan 
kepada pembangunan masyarakat agar masyarakat sejahtera, mandiri, terbebas dari 
kemiskinan, dan secara sosial menjadi masyarakat yang hubungan antar anggotanya kuat. 
(Jimly Asshiddiqie, 2010 : 34) 
Terkait dengan salah satu program pemerintah tersebut di atas, maka pada tahun 
2006, Pemerintah Indonesia menyetujui untuk menetapkan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat sebagai instrumen dalam  percepatan penanggulangan 
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat. Tetapi, 
baru pada tahun 2007, Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia (http://www.pnpm-mandiri.org diakses 
pada tanggal 29 April 2015). 
Secara garis besar, PNPM ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
dengan berbasis  pada pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, dilakukanlah serangkaian 
kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbasis pada partisipasi masyarakat. 
Kegiatan ini tidak hanya mengandalkan pembangunan secara fisik dengan penyediaan 
dan  perbaikan prasarana/sarana lingkungan pemukiman, sosial ekonomi secara padat 
karya, tetapi juga secara ekonomi dengan penyediaan sumber daya keuangan melalui 
dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat 
miskin. Dan yang paling penting juga ialah PNPM ini ditujukan sebagai bagian dari 
program pembangunan secara utuh untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
peningkatan kapasitas masyarakat serta pemerintah lokal. Kegiatan ini dilakukan hingga 
ke level masyarakat yang paling bawah, baik di desa maupun di kota. 
Definisi untuk suatu tindak pidana korupsi memang tidak ada definisi baku. Akan 
tetapi secara umum, pemgertian Tipikor (Tindak Pidana Korupsi ) adalah suatu perbuatan 
curang yang merugikan keuangan negara. Atau Penyelewengan atau penggelapan uang 
negara untuk kepentigan pribadi dan orang lain (Aziz Syamsudin,2011:15). Kasus tindak 
pidana korupsi biasanya juga melibatkan lebih dari satu orang,berbeda dengan kasus 
tindak pidana umum (missalnya mencurian atau penipuan ). Umumnya, Tindak pidana 
korupsi di lakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara 
timbal balik dan kewajiban maupun keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang  (Aziz 
Syamsudin,2011:15) 
Korupsi saat ini sudah menyentuh berbagai lapisan kehidupan masyarakat dan 
berpotensi mendegradasi kualitas moral suatu bangsa. Korupsi dilakukan dengan sangat 
terencana dan rapi, pada birokrasi yang memiliki dukungan politik yang kuat serta sudah 
mengetahui celah-celah hukum sehingga korupsi yang dilakukan menjadi tersamarkan 
dan tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Birokrasi setingkat desa atau kelurahan 
hingga pemerintah pusat tidak lepas dari adanya korupsi yang dilakukan oleh oknum 
pejabat pemerintah. Para pejabat tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai 
kekuasaan dan kewenangan dalam penentuan suatu kebijakan di pemerintahan, itulah 
sebabnya korupsi disebut sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) (Igm 
Nurdjana, 2010: 3). 
Korupsi menjadi isu yang sangat penting karena dampak dari perbuatan ini tidak 
hanya dirasakan oleh pelaku dan orang-orang yang berada di sekitar pelaku, namun juga 
dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi karena salah satu objek dari 
tindak pidana korupsi adalah Anggaran Pemerintah, baik itu Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang 
seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. 
 Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dihadapkan pada problematika 
implementasi sistem peradilan pidana. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sinkronisasi 
antara kebijakan pusat dan daerah. Belum adanya pengaturan khusus tentang sistem 
peradilan pidana yang terpadu dalam menangani berbagai tindak pidana terkait dengan 
tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada putusan peradilan konvensional dengan 
vonis bebas dan ringan (Igm Nurdjana, 2010: 4). 
Pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana 
khusus sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seiring dengan perkembangan perkara-
perkara korupsi yang terjadi maka undang-undang ini dirubah dan ditambah sebagaimana 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi tentang hukum materiil dan hukum 
formil yang berkaitan dengan korupsi. Hal ini merupakan ciri hukum pidana khusus yang 
bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana, yaitu di dalamnya 
memuat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (Adami Chazawi, 2008: 4). 
Hukum formil atau hukum acara pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum di 
Indonesia khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan dalam 
hukum acara pidana terdapat ketentuan tentang tindakan dan upaya yang boleh atau harus 
dilakukan oleh pihak-pihak dalam perkara korupsi.  
Pengaturan tentang hukum formil tidak hanya diatur dalam hukum formil di 
Indonesia tetapi secara khusus juga terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Kekhususan seperti ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga 
terjadi di berbagai belahan dunia. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, 
mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat 
mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga 
terhadap kehidupan antar negara (Ermansjah Djaja, 2010: 2).  
Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 
menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, 
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Hal ini berarti bahwa penegakan 
hukum dan proses persidangan perkara korupsi berlaku asas lex specialis derogat legi 
generalis, yang artinya hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Dalam hal 
ini pengaturan secara khusus tentang penegakan hukum dan proses persidangan perkara 
korupsi menggunakan ketentuan formil Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, namun apabila terdapat hal-hal umum yang belum diatur dalam undang-undang 
tersebut maka pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Proses persidangan dalam kasus korupsi merupakan proses yang sangat penting 
untuk menentukan bahwa Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut 
bersalah atau tidak. Proses persidangan ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling 
berkaitan dan berujung pada penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim. Tugas yustisial 
Hakim adalah memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan atas suatu 
perkara yang dihadapkan kepadanya, dan yang pertama-tama menjadi pedoman bagi 
Hakim dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan (Ahmad Rifai, 2011: 135). 
Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencapai 
tujuan hukum dengan melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum (M. Syamsudin, 2011: 16). Sehingga seorang Hakim 
harus memiliki pemahaman mengenai hukum formil dan hukum materiil.  
Setiap tahap persidangan perkara korupsi, yang berawal dari pembacaan dakwaan 
hingga putusan dibutuhkan peran dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Majelis 
Hakim, Saksi, Ahli, Terdakwa, hal ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan sesuai 
dengan tujuan hukum. Dalam proses ini Majelis Hakim diberikan wewenang untuk 
menjatuhkan putusan dan menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak. Berdasarkan hal 
tersebut maka Majelis Hakim dalam membuat putusan haruslah atas pertimbangan 
berbagai hal yang terungkap di persidangan, terutama dalam proses pembuktian.  
Proses pembuktian tersebut diperlukan peran Hakim dalam menggali keterangan 
sebanyak-banyaknya dari alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP, yaitu alat bukti terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; 
dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini 
nantinya Hakim akan membuat suatu putusan yang di dalamnya memuat pertimbangan 
Hakim. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa penetapan dan putusan 
Hakim harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan 
dasar hukum yang tepat dan benar. Pertimbangan Hakim ini yang nantinya dijadikan 
acuan oleh Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa. 
Semakin banyaknya perkara korupsi yang timbul serta kesalahan-kesalahan dalam 
proses beracara pada perkara korupsi terutama dalam penyusunan sebuah putusan, 
penulis tertarik untuk mengkaji mengenai salah satu kasus tindak pidana korupsi yaitu 
tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Abdul Muchid Bin Achmad 
Jamaludin yang selaku ketua tim pengalolaan kegiatan (TPK) program nasional 
pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) Desa Tempel Lemahabang, 
Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora yang diangkat berdasarkan Musyawarah Antar Desa 
(MAD) di Desa Tempel Lemahabang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora sejak tahun 
2005. Bahwa berdasarkan putusan  tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 
Negeri Semarang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, Terdakwa ABDUL 
MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan 
dalam dakwaan Primair.Terdakwa dibebaskan oleh karena itu dari dakwaan Primair. Dan 
Terdakwa dinyatakan, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana : “Korupsi” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair.  Kemudian 
atas dasar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut 
diajukan upaya hukum Banding oleh Penuntut Umum, dalam putusan Banding 
menguatkan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama hanya diubah mengenai sanksi 
pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat. Atas dasar Putusan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi tingkat banding tersebut, Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi. 
 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang 
mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/pid.sus/2014 untuk 
mengetahui bahwa Apakah yang dijadikan alasan permohonan kasasi Terdakwa pelaku 
tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan juga pertimbangan 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa atas dasar kesalahan judex 
factie dalam menilai perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primair  telah 
sesuaikah dengan Pasal 256 KUHAP. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
membahasnya dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul: 
KESALAHAN  JUDEX  FACTIE  MENILAI DAKWAAN PRIMAIR TIDAK  
TERBUKTI SEBAGAI PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG 
MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI TERDAKWA PELAKU TINDAK 
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 18 
K/PID.SUS/2014) 
 
